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A. Dasar Pemikiran
Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan informasi serta tingginya persaingan dalam dunia usaha, merupakan tantangan yang mutlak harus dihadapi oleh semua elemen masyarakat terutama mahasiswa sebagai agen of change, demikian juga dengan penegakan hokum yang masih belum membaik merupakan kebutuhan pokok manusia saat ini. Perkembangan dan perubahan yang sudah dicapai sedemikian cepat, menuntut kalangan industri dan para praktisi yang berkecimpung didalamnya untuk lebih siap menghadapi kemajuan yang ada. 

Sementara itu, di satu sisi masih tingginya kesenjangan antara dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi dengan dunia kerja yang sebenarnya. Kenyataan yang kita temui saat ini adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak siap pakai. Penyebab utamanya adalah kurangnya informasi mengenai perkembangan informasi yang ada di dunia luar.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ditempuh oleh perguruan tinggi adalah dengan mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk menempuh Praktek Kerja Nyata atau Magang ke suatu lembaga, instansi pemerintahan, perusahaan dan lain-lain sesuai disiplin ilmu yang ditekuni. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran yang lebih mendalam mengenai dunia kerja. Selain itu, sekaligus menambah pengalaman dan cakrawala berfikir yang mungkin kurang atau bahkan tidak didapat di bangku kuliah.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) telah melakukannya dengan warna kurikulum dinamis dan progresif seperti menyelenggarakan kemahiran hokum, praktikum dan Magang yang merupakan terjemahan dari “visi mencetak sarjana hokum yang religius, professional dan humanis”, untuk mewujudkan proses pendidikan hokum yang holistic, kritis dan berorientasi pada professionalism education oriented.

Kegiatan Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mencoba mengenal lingkungan kerja yang akan mereka hadapi setelah lulus serta berbaur dan mengabdi pada masyarakat serta mengaplikasikan segala teori yang telah diajarkan di bangku kuliah. Wadah yang akan menjadi front vision bagi mahasiswa untuk mendasari mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, dan salah satu tempat yang dijadikan refrensi untuk magang mahasiswa Fakultas Hukum UMM adalah kantor Notaris dan PPAT.

Pengertian notaris dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa notaries adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud undang-undang.

Sedangkan kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang mengemukakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
  

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hokum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Adapun tugas pokok dari PPAT adalah melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hokum tertentu mengenai hak atas tanah.

Pembuatan akta tersebut meliputi:

a. Akta jual beli

b. Tukar menukar

c. Hibah

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)

e. Pembagian hak bersama

f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik

g. Pemberian hak tanggungan

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan

Sedangkan fungsi PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 6 PP No.24 tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Dengan mengetahui wewenang serta tugas Notaris dan PPAT maka diharapkan mahasiswa dapat magang di kantor notaries dan PPAT secara maksimal.

B. Tujuan Magang
Tujuan Magang di kantor notaris/ PPAT adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan Mahasiswa dengan dunia kerja notaris dan PPAT setelah selama kurang lebih delapan semester menerima keilmuan hukum yang sifatnya teoritik;
Target:

a. Mahasiswa mengetahui perbedaan kewenangan dan tugas antara notaris dan PPAT.

Metode:

· Notaris/PPAT dapat menjelaskan kepada mahasiswa kewenangan dan tugas notaris/PPAT.

· Memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa magang tentang kewenangan dan fungsi notaris.

· Memberikan tugas kepada mahasiswa seputar kewenangan dan tugas notaris/PPAT. 
Luaran:

· Mahasiswa paham kewenangan dan tugas notaris/PPAT sesuai UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

· Mahasiswa mengerti perbedaan antara kewenangan dan tugas notaris/PPAT

2. Mahasiswa mengetahui kewenangan dan kewajiban Notaris sesuai UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Target:

a. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan dalam pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang tentang pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

· Mahasiswa belajar/latihan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

· Tempat magang memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Luaran:
· Mahasiswa mengerti cara membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

· Mahasiswa mengetahui syarat pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
· Mahasiswa paham mekanisme pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
· Mahasiswa mengerti bentuk akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
b. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan kemudian membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
Metode:
· Mahasiswa melakukan latihan seputar cara pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan.

· Mahasiswa berdiskusi/sharing tentang mekanisme pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan kemudian membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan kemudian membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

· Mahasiswa mengerti mekanisme pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan kemudian membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris dalam membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Metode:
·  Mahasiswa dapat melakukan latihan atau praktik langsung pembuatan kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara pembuatan kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
· Mahasiswa mengetahui metode pembuatan kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Metode:
· Mahasiswa dapat melakukan latihan atau praktik langsung tentang pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
· Mahasiswa berdiskusi/sharing dengan isntansi magang seputar  pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
Luaran:
· Mahasiswa mengerti cara pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

Metode:
· Mahasiswa dapat melakukan latihan atau praktik langsung penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
· Mahasiswa melakukan observasi seputar penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
· Mahasiswa dapat mengikuti secara langsung penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
Luaran:
· Mahasiswa mengerti cara memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
· Mahasiswa paham mekanisme memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
· Mahasiswa mampu mengorganisir penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
· Mahasiswa mampu mengadakan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Mahasiswa mengetahui wewenang notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.

Metode:
· Mahasiswa dapat melakukan latihan atau praktik langsung membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
· Mahasiswa mengamati pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
· Mahasiswa terlibat langsung dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
Luaran:
· Mahasiswa mengerti cara pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
· Mahasiswa mengetahui syarat pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
g. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris untuk  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Metode:
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang tentang kewajiban notaris untuk  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
Luaran:
· Mahasiswa memahami kewajiban notaris untuk  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
· Mahasiswa mampu menjelaskan kewajiban notaris untuk  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
h. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris dalam membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

Metode:
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang tentang pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta
· Mahasiswa melakukan latihan pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta.

· Mahasiswa terlibat langsung dalam pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta.

· Mahasiswa mengetahui syarat pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta.

i. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris dalam mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

Metode:
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang tentang Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta;
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang pengeluaran Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
· Mahasiswa mengetahui mekanisme pengeluaran Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
· Mahasiswa mengetahui bentuk Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
j. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris dalam pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang pemberian pelayanan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

· Mahasiswa terlibat langsung dalam pemberian pelayanan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui proses pemberian pelayanan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
· Mahasiswa mengetahui cara pemberian pelayanan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

· Mahasiswa mengetahui bentuk pemberian pelayanan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
k. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Metode: 
· Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

·  Mahasiswa melakukan penelusuran terhadap kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang kaitannya dengan kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Luaran:
Mahasiswa memahami kriteria akta yang dirahasiakan.

l. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris dalam menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Metode:
· Mahasiswa praktek langsung menjilid akta yang dibuat notaris dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
Luaran:
Mahasiswa mengetahui cara menjilid akta yang dibuat notaris dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
m. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris dalam membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

Metode:
· Mahasiswa praktek langsung membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
· Mahasiswa mengamati pembuatan daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang dalam pembuatan daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
· Mahasiswa terlibat langsung dalam pembuatan daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
Luaran:
· Mahasiswa mengerti mekanisme pembuatan daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
· Mahasiswa mengetahui cara membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
· Mahasiswa paham syarat membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasia menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
n. Mahasiswa mengetahui kewajiban notaris untuk mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Metode:
· Mahasiswa praktek langsung mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
· Mahasiswa mengamati pengiriman daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
· Mahasiswa terlibat dan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan seputar pengiriman daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
· Mahasiswa mengerti proses pengiriman daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

3. Mahasiswa mengetahui tugas pokok dan kewenangan  PPAT sesuai dengan pasal 2 dan 4 PP No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :

Target:

a. Mahasiswa mengetahui tugas pokok PPAT untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu meliputi: 

i. jual beli;

ii. tukar menukar;

iii. hibah;

iv. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

v. pembagian hak bersama;

vi. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; pemberian Hak Tanggungan; pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Metode:
· Mahasiswa praktek langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang dalam kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

Luaran:

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum jual beli.

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum tukar menukar.

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum hibah.

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);.

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum pembagian hak bersama.

· Mahasiswa mampu melakukan pendaftaran tanah dari perbuatan hukum pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; pemberian Hak Tanggungan; pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

b.  Mahasiswa mengetahui kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

Metode:

· Mahasiswa praktek langsung dalam pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang seputar pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

· Mahasiswa terlibat langsung dalam pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

Luaran:

· Mahasiswa mampu membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

· Mahasiswa mengerti mekanisme pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

· Mahasiswa mengetahui cara pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

c.
Mahasiswa mengetahui kewenangan PPAT dalam pembuatan akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

Metode:
· Mahasiswa latihan/praktek langsung dalam pembuatan akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang dalam pembuatan akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

· Mahasiswa terlibat langsung dalam pembuatan akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

Luaran:
· Mahasiswa mampu membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

· Mahasiswa mengerti proses membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

· Mahasiswa mengerti mekanisme membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.

Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.

8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.

Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG

PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......

Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM

(…………………………….)
� Undang-undang Jabatan Notaris, Tentang Jabatan Notaris, Citra Umbara, Bandung, 2004 hal. 10


� Pasal 1 angka 1 (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan pasal 1 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998, dalam Habib Aji, Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik berkaitan dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Universitas Airlangga Surabaya, 2007, hal. 11
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